
 

 

 

  

  
 

 
 

 
 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
RANCANGAN 

PERATURAN BUPATI REMBANG 
 

NOMOR … TAHUN … 
 

TENTANG 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah 

harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan 
bertanggungjawab sesuai dengan prinsip akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual yang mendasari penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah daerah; 

 
b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah disusun 
kebijakan akuntansi sebagai pedoman yang memenuhi 
standar akuntansi pemerintahan dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  
 

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas 
penyusunan Kebijakan Akuntansi diperlukan pengaturan 
dalam bentuk peraturan Bupati; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 



 

 

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7153); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang. 
3. Bupati adalah Bupati Rembang 
4. Laporan Keuangan Daerah adalah catatan terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah. 

5. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian 
keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian 
laporan. 

6. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah 
prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan 
pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi 
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan 
rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi 
Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa 
dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang 
belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 

7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut 
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. 

8. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian 
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan 

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 
pemerintah. 

9. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik 
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari 
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya 
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 



 

 

BAB II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 
Pasal 2 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual. 

       

Pasal 3 
(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur prinsip dasar, praktek 

teknik yang dipilih dan diterapkan Pemerintah Daerah dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan daerah. 

(2) Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: 
a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 

c. Kebijakan Akuntansi Akun 

(3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian 
pelaporan keuangan. 

(4) Kebijakan Akuntansi Akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan 
Pernyataan SAP atas: 

a. Kebijakan Akuntansi Aset 

b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 

c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas 

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Lra 

e. Kebijakan Akuntansi Belanja 

f. Kebijakan Akuntansi Transfer 

g. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 

h. Kebijakan Akuntansi Pendapatan –Lo 

i. Kebijakan Akuntansi Beban 

j. Kebijakan Akuntansi Transaksi Non Pertukaran 

k. Kebijakan Akuntansi Agrikultur 

l. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak 

Dilanjutkan 

(5) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka: 

a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2014 Nomor 10); 

b. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang 



 

 

Tahun 2015 Nomor 33); 

c. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2016 Nomor 45); 

d. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2017 Nomor 44); 

e. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2018 Nomor 52); 

f. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2019 Nomor 54); 

g. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2020 Nomor 53); 

h. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2021 Nomor 47); 

i. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan 

Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2024 Nomor 53), 

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

 

 
 
 Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal  
 
 BUPATI REMBANG, 

      
 

 
 HARNO 

 
 
 
 



 

 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN REMBANG,  
 
 
 

MARDI 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ... 


